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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik dan nonpelayanan publik diperlukan
pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5
Peraturan Pemerintanh Nomor 82 Tahun 2012
tentangPenyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi
Elektronik;

b. bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik  dan nonpelayanan publik
dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara dan
non-Instansi Penyelenggara Negara;

c. bahwa mengingat perbedaan sifat dan karakter antara
Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi
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Mengingat

Menetapkan :

Penyelenggara Negara,makatata cara pendaftaran
Sistem Elektronik perlu diatur secara terpisah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem
Elektronik Instansi Penyelenggara Negara,;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM
ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara
negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif,
dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang
dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai
negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara
yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.

Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung
dalam Sistem Elektronik.

Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer,
prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian
Sistem Elektronik.

Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan khusus dalam bidang Sistem Elektronik yang dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya
dibidang aplikasi informatika.
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Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

a.

mendukung pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara
Negara;

mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi
nasional pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
proses pemerintahan (e-Government);

mendorong pengembangan kapasitas Instansi Penyelenggara Negara
dalam memberikan layanan publik melalui penyelenggaraan Sistem
Elektronik;

mendorong pertumbuhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk
Instansi Penyelenggara Negara; dan

memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara.

BAB Il
PENDAFTARAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
dilakukan melalui www.layanan.go.id sebagai laman (home page)
resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Bagian Kedua
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik
Pasal 4

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh
seorang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditunjuk oleh pimpinan sekretariat Instansi Penyelenggara Negara.

Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi
yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas.
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Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam hal pejabat pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik,
Instansi Penyelenggara Negara harus segera mengganti dengan
pejabat baru.

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus segera menyampaikan perubahan profil
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 6

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik.

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik wajib melakukan pemutakhiran
data pendaftaran Sistem Elektronik.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)

meliputi:

a. menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem
Elektronik;dan

b. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas username dan
password dan data pendaftaran Sistem Elektronik.
Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 7

Instansi Penyelenggara Negara mengajukan surat permohonan untuk
memperoleh persetujuan pendaftaran Sistem Elektronik.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal secara elektronik.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuat sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Permohonan Pendaftaran dilakukan dengan pengisian informasi
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik serta mengunggah surat
permohonan dan surat tugas.

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pendaftaran
Sistem Elektronik setelah mendapat persetujuan Menteri.
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(6)

Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan mengisi informasi mengenai Penyelenggaraan
Sistem Elektronik pada www.layanan.go.id sebagai laman (home page)
resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 8

Informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektroniksebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat:

a. Profil Instansi Penyelenggara Negara;
b. Profil Sistem Elektronik;dan
c. Profil Layanan.

Profil Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. nama resmi Instansi Penyelenggara Negara,;

b. alamat lengkap Instansi Penyelenggara Negara,;

c. alamatsitus (website) resmi Instansi Penyelenggara Negara; dan
d. informasi mengenai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.

Profil Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. Perangkat Keras;
Perangkat Lunak;
Tenaga Ahli;

tata kelola; dan

® Qo0 T

sistem pengamanan.

Profil Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
deskripsi layanan;

ruang lingkup layanan;

jenis layanan;

fungsi utama layanan;

sasaran layanan;

penanggung jawab layanan; dan

@ o a0 TP

kategori Sistem Elektronik.
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Pasal 9

Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (4) huruf g diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengesahan
Pasal 10

Instansi Penyelenggara Negara yang telah melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapat pengesahan
status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar.

Instansi Penyelenggara Negara yang telah mendapatkan Tanda
Terdaftar berhak mencantumkan Tanda Terdaftar tersebut pada setiap
layanannya yang telah terdaftar.

Pengesahan status terdaftar dengan menerima Tanda Terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadikan Sistem Elektronik
yang telah terdaftar tersebut sebagai layanan resmi pemerintah.

BAB Il1
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara
Negara.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Instansi Penyelenggara Negara.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMBIEAN |

PERENTLEAY MENTRSED ROMUMN RAS AN
IMNEGERMATIEA REFUDLIE INCyONESTA
MOMOE T TPATTLIN 2015

TEINTANG

AT A CiAlEA PHEMEA A AN BIETEW
ELEETEONIK INSTAKSI TENMYELEMCGCARL
MICCTALE N

FORMAT SURAT TUGAS

Lo [ANLA IS TANGL PELYRELENCGUARS NEGABRA]
Inslans| SHERETARIAT [IMSTARS] PRNYELERGUARS MNEUARA]
|ATARAT TMETANST FIONWELIEMCGCRAT MNIMOATA |
[MORLT: TELRPON DAY FAMIMILT INSTANGL FEMNYELENGGATRS NEGATA]

BUKAT  'TLIGAS
I [ETTILETRN

Mendwbanng 0 Dadova daldmn vangka wieladosaitadon) peadafdrm Bisieinn
Filekiroanik  Instansi Porveclorgaamin MNogara scboagaiuanng
elianlun delaann Povaluvan Peneeriu e Moo &2 5 Ton 2012
Loty Peipvelegee s Sistenn Jdan Troomsabysl Blelouopnls
Aot Feratorou s Meanterd Fennoeilaaqs] Qe Tolerne il Moo
10 Talium AULlo wlilaalg Lata Carg Porcdallaosann Bislein
Elekironle  lstaus Mengecleugpsn hoegma,  dipondong

poevhe  uriuk wenunguk Pojobal o Mendalor Bisiewn
Elekiool:
e ngingarn I. T'ndang-nndang NMeomar 11 Tahun D08 tantang

lafoaarsesd e Teansa kst ek rondls;

2o Peraluvan Pancrivtah Moaoor 32 ol 202 enlang
FPoorclengoaraan Sisthem <dan ‘l'ransaksi Klcktronil:

. Peratnran venrari Kemunilkasi dan [ntormarilea Nomor
[0 Tatmin 2013 tantang Tata Tara Pendaftaran Siatam
Rlcklroand ko Maslamest oy ouggarg Mo,

1. 11sLe
MEMNLEARSEAT
bpretclin B L R TR D Marma Pefichinl Perelinar Biston Klellrmailk]
Ml NI Pojabat Ponclattac Sisteon lcktronik)

Jubeabany o [Jaletenn Pojalbel Fendaliag Sisueo Elekurorils )
Ll baevfe - Uil beerjaf Baddeerf 8000 Fejabn
Pearlalardisicin Klekiromnik)
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a. Meclalulkan koorcdinasi dangan schirah Satuan kerja
dalam mngls pengnmpnlan data nnmk pendatraran
Bistem Wlekrranik [Tnatansi Penvelanggara Negara|:

I Mendaltmken daar Dertdngeony jawal terlmdogs
proses peudalocnn Sistem Elekirends  [Tiestaesi
Fenyelongoara MNogara|;

c. delakukan pertalthiran data pendattaran Sistam
Tlektronil

. Mengamnin keleraean seloouts data peoadallsnenn
Aistor Islekironaiks

e Menjaga  kerabhasiaan alkscs vang teodicl atas
meername dan passwand cdan data pendatramn
Biatem TWleakrranils dan

[ Melaporkan sl kewidtan kepads [Pl
Boekvelarial st Poncclengsaea Megara).

Ilclarkar a0 [ Kok lslansi]
pada tanggal * [Tanggal THhuatmea Surarn
Tuigns|

[Liyeinans HBoekiolarial lslas
Petivelerigaarn Naeprni]

[Momiea Phinppiiean Bekrelarial s lanesi
PeTircloT Ega Tl Mol
M [ Pimpirun Bekveiarial insansi
Porclonggara Nogara|

MENTEEI KOMUNIIKAST DAY INFOREMATIEA
PELILEBLLL I OMNESSLA,
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http://www.peraturan.go.id

11 2015, No.321

LAMBIEAN 1]

PERENTLEAY MENTRSED ROMUMN RAS AN
IMNEGERMATIEA REFUDLIE INCyONESTA
MOMOE T TPATTLIN 2015

TEINTANG

AT A CiAlEA PHEMEA A AN BIETEW
ELEETEONIK INSTAKSI TENMYELEMCGCARL
MICCTALE N

FORMAT GURAT PERMOITGNAN PENDAFTATRAN

Laga [P A RTN INSTAMS] PR YIS R NCEANA MICGARM]
Insdermi BEIERETAKIAT [INSTANS]D PIRYICLICR OO KA BDETes A
[ATARTAT TRETANET FEANWET NG GATLA BT ATE A |
[MORTT: TELEPON DAY FANTAILT INGTANSEL PRNYLLEN GOGARANTLGATLA |

[Mama kota, Tanggal|

Nomor I vihe:
BIfat  liiasa
Lampiran: hentari rmminikasi dan
Parihal  : Pendaftaran Sistem Tntormarilca e, Tlirelor Jenderal
Elelativnaik Aplikesd Tilormns ks
i
Jakarta

Lealenn 1wnaglen wweneniuld koetcalosn selbopaimang diinsdosod  dadean
Masal G oapal (1] Peralaran Pemeriutab donen 82 abun 2002 enilang
Penvelenggoren Sisten o Trinsoksi Slekiooik dan Penolarcan Meolon
Kemunilasi dan [ntormatila Noonor 102 ‘Fahun 20015 tontang ata Cara
Pandattaran Histam Kl=ktronile Instansi Penyelenggara Negara, leami yrang
hortanida tagga di bawaby ind Dennoadesod ook anendalarkan Sisoen
Elelelrorile wamg diselenpgarakon oleh [t Instanst Petsoelengaars Nogai].

Nemikian disampaikan, atas perhatian dicapkan torima kasih.

[Linvpitisn liestansd Venrelengsgaanra Megara),

Tesmh s -

MEMNTERED KURUMISAST LAY IMFORER AT SN
ETTUELIE T ONISSLA,

ELLIANTAEA
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LAREILAN I

PERENTLEAY MENTRSED ROMUMN RAS AN
IMNEGERMATIEA REFUDLIE INCyONESTA
MM TAlTUMN 205175

TEINTANG

AT A CiAlEA PHEMEA A AN BIETEW
ELEETEONIK INSTAKSI TENMYELEMCGCARL
MICCTALE N

PROSEOUR FENDAFTARAN SISTEM ELERTTROGNIR INSTANMSI
PRNYICLIMNOGLRA A NOGAN

Alar prozadnr pendaftaran Sistem Wlelaonils Thatansi Panvelengeara Megara
ailalaby gebagad berikue

A Penunjukan dan Perids Nanan Pejabal
Pendaftar Sistem blektronik vang
Fertama,Fengganti

Il

G. Pendallaran Sisluin
tlektronik

s

C. Penprhilan Tamila Terdallar

AL Pennnjulan dan Pendafraran Fejabat Fendatrar Sistemn Flalarcnik

Instansi Pervyvelenggara Negara
(1] Mernunjuk Pejabsz L Pendallar Sislern Cleklronik vang
Fertama/Pengganti

s

Pejabat Pandattar Sistem Elektronik
(2] Mendaliarkan oivi inelalui laman pandallaian Sislem
Flektonile Inslansi Penyalanppars Megara

(1] Imstonsi Peareeleugpae Megior wenuojuk seoroug pejillsil vang alan
ditngssl o gebagal Pojabal Feadsliae Bistem Elekinenik vdone
Fartama f Fengoanti pada Instansinga.,

.3 Pejabat Penglathtar Sigrem lektronike sang relabh dimnjuk harnas
werelafMarkan diviues seewn clelkoonik weladoi Janeane wesad
Fealallaran Sisiein Bleloornile Tislansl Fenveleigeare Negdis;
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PEABRAT PRMNIXARTALR AP IM ST PENMDARFTARAN
A Mengiz’ “or —ul't zeca’tsrar
v Lorcapal seda lue-an 2. Me akuksn war tikasi
nrrdattaran Hnme - . ke engkapan sersyvacitan

Elak:breni < Iretars’
Perve argaara Neasra

F |

1Ziselujni

i b gkakan perdullira
st | e ktrork

-

ety Ll perela M Pejabul PeralaDar Sislean Kleklaonile

a. Mengisi  toronlie peodattaran vang tecdapat padalaman resmi
Prercdallaisn Sislennn Tlelsbooly Tistanmst Pelrelengsanrs, lewsrd. Sisien
kel aakeeiny mengitii ke canedl Laslowver shaloes perelalsnan masth
uerinige prrsetujuen Adi st edlor;

L. Adhmdndsan e Petelafan akan welakokan verifkosi kelengkapan
persyaratan Pajatmt  Fendattar  &Sistem Tlelerranile Tnatansi
etwveletasprars, Nopirs

oo I'mjabkat vang telah <disetijui Administrater akan mondapatkan cmail
perselojuann durl Adooioistator dean dapal melakuken peidaliaren
Histen Klekionik,

. Pendattarmn &iatem lilektranik

Mejabol Mendalar Bislent Klellvondl welaludaon peudafianme Siston
Elkiromik A sty o T TECR ] e gisl inlirnmaEsi Tkl
Penvelenogarasn Histam Mlelarenile yang didattarkannia, sehagaimana
dimalesud pindo pesal 8 oavar (1), (2], [#), o (@], untak mewpevoleh
Turwla Terdaliar,
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Tanda Tardattar diterkitlan apahila Pejabat Pandattar t=lah melangloapi
infrnuasi vong bevsiGol wmdatory, vang dapsal diimdikasikon dengan
mrielibidl prossepildse progress sevalos persell [D00%) peala edsonaa Dadlae
Sistom Klebotronik,

o Learerbatan e erdalanr

Bolidan Sislem Blekimaik vaniig telah mcmenaodd porsvanslanl poiedalarsan
dan telah diveritia=i, altan memperoleh Tanda Terdattar,

MEMNTEED KURUMNISAST DAY INEFORERAT A
ST RLEE T ONISS LA,

11l
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